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Abstract 
Criminal acts are often a problem that occurs in Indonesia. Where currently the number of reports handled 
by the police regarding criminal acts is always there every day. Indonesia's population is increasing and 
the background of perpetrators who are unemployed is often one of the reasons why the police find it 
difficult to resolve criminal acts that occur due to limited human resources. To overcome this problem, 
information is needed that provides areas in Indonesia where criminal acts frequently occur so that the 
police can make decisions to allocate human resources to protect those jurisdictions from criminal acts 
that occur. Using data on criminal offenses and the employment of criminal offenders, namely not working 
from 2021, data was taken from the National Police Criminal Investigation Unit's Pusiknas Annual Journal. 
The data will be clustered using data mining techniques using the K-Means and K-Medoids algorithms. 
These 2 algorithms produced 2 clusters with the smallest Davies Bouldin index value found in the K-Means 
algorithm with a value of 0.272. With the research results which produced 2 clusters, it can be concluded 
that there are categories of high crime and low crime. 
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Abstrak 
Tindak pidana seringkali menjadi permasalahan yang terjadi di Indonesia. Dimana saat ini jumlah laporan 
yang ditangani pihak kepolisian terkait tindak pidana selalu ada setiap harinya. Jumlah penduduk 
Indonesia yang semakin meningkat dan latar belakang pelaku yang merupakan pengangguran seringkali 
menjadi salah satu penyebab kepolisian sulit menuntaskan tindak pidana yang terjadi karena 
keterbatasan sumber daya manusia. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan informasi yang 
menyediakan wilayah-wilayah di Indonesia yang sering terjadi tindak pidana sehingga pihak kepolisian 
dapat mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya manusia untuk melindungi wilayah 
hukum tersebut dari tindak pidana yang terjadi. Menggunakan data tindak pidana dan pekerjaan pelaku 
pidana yaitu tidak bekerja mulai tahun 2021, data diambil dari Jurnal Tahunan Pusiknas Bareskrim Polri. 
Data tersebut akan dikelompokkan menggunakan teknik data mining dengan menggunakan algoritma K-
Means dan K-Medoids. 2 algoritma ini menghasilkan 2 klaster dengan nilai indeks Davies Bouldin terkecil 
terdapat pada algoritma K-Means dengan nilai 0,272. Dengan hasil penelitian yang menghasilkan 2 
klaster maka dapat disimpulkan terdapat kategori kejahatan tinggi dan kejahatan rendah. 
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1. PENDAHULUAN  
Masyarakat dan pihak kepolisian sangat 
membutuhkan informasi mengenai intensitas 
angka kriminalitas yang terjadi di daerah tersebut 
[1].Menurut data dari jurnal tahunan pusiknas 
bareskrim polri total tindak pidana yang terjadi di 
Indonesia sebanyak 274.988 pada tahun 2021 [2]. 
Dari data tindak pidana tersebut dapat dilakukan 
analisis dan pengelompokan data, pola yang di 
hasilkan dapat memberikan wawasan dan 
pengetahuan yang berharga bagi pihak kepolisian 
dalam merencanakan strategi pencegahan dan 
penanggulangan tindak pidana kejahatan. Menurut 
dataindonesia.id jumlah personel kepolisian di 
Indonesia berdasarkan laporan kepolisian RI jumlah 
personelnya tercatat sebanyak 434.135 orang[3]. 
Maka dari itu akan digunakan Teknik Data Mining 
untuk dilakukan klastering, dengan mencari nilai 
DBI terbaik dengan menggunakan algoritma K-
Medoids dan K-Means. Data Mining adalah suatu 
proses pencarian data yang tersembunyi dari 
database [4], [5]. Dimana sebelumnya terdapat 
penelitian yang meneliti mengenai tindak 
kejahatan menggunakan algoritma K-Means [1], 
[6]–[9] Algoritma yang dikenal sebagai klasifikasi K-
Means mengelompokkan data menurut data yang 
paling dekat dengan titik pusat klaster [9]. K-
Medoids adalah sebuah teknik klastering 
partisional yang memiliki tujuan untuk 
mengidentifikasi satu set k-cluster yang paling 
mewakili objek-objek dalam kumpulan data [10]. 

 
Alasan dilakukan penelitian ini adalah untuk 
mengidentifikasi pola dan kelompok-kelompok 
tindak pidana yang muncul dalam data kepolisian 
daerah, dengan harapan dapat memberikan 
wawasan baru dalam upaya pencegahan dan 
penanggulangan kejahatan serta mengefektifkan 
jumlah personel polri yang ada di Indonesia agar 
suatu wilayah tidak kekurangan anggota polisi 
untuk menindak tindak pidana yang terjadi. Dalam 
penelitian sebelumnya menggunakan data tindak 
pidana, algoritma yang digunakan adalah 
klasterisasi dengan K-Means [11]. dan ada pula 
penelitian yang mengelompokan kasus kejahatan 
menggunakan K-Medoids [12]. Dengan penelitian 
yang dilakukan 2 jurnal tersebut maka pengujian 
model algoritma yang digunakan adalah K-Means 
dan K-Medoids untuk mendapatkan hasil terbaik 
dengan model algoritma tersebut, pengujian yang 
digunakan adalah Davies Bouldin Indeks (DBI) . Data 
yang di gunakan adalah data jumlah tindak pidana 
berdasarkan atribut-atribut tertentu jumlah tindak 
pidana berdasarkan tahun, tingkat pengangguran. 
Melalui penyelesaian prosedur data mining ini, 
wajar jika kita dapat mengenali contoh dan pola 
yang terkait dengan tindak pidana yang terjadi di 
wilayah Indonesia. Informasi yang digunakan dalam 
proses data mining tindak pidana diambil dari 
informasi jurnal pusiknas bareskrim polri seperti 
yang ditampilkan pada Gambar 1, Gambar 2.  

 
Gambar 1. Data Jumlah Tindak Pidana Menurut Kepolisian Daerah[2] 
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Gambar 2. Data Tingkat Pidana Kejahatan Berdasarkan Pekerjaan Korban Per Polda [2] 

  

Dimana untuk atribut pada jumlah tindak 
pidana kejahatan data yang digunakan adalah 
tahun 2021.  

 
2. METODE PENELITIAN 
Untuk menangani permasalahan dalam tinjauan ini, 
digunakan pendekatan teknik CRISP-DM, CRISP-DM 
adalah sebuah kerangka kerja standar dalam bidang 
data mining yang pertama kali dikonseptualisasikan 

oleh tiga inisiatif utama dalam industri data mining: 
Daimler Chrysler (Daimler-Benz), SPSS (ISL), dan 
NCR. Pendekatan ini terdiri dari enam tahap, yaitu 
Business Understanding, Data Understanding, Data 
Preparation, Modelling, Evaluation, dan 
Deployment[13].  Siklus sistematis ini terdiri dari 6 
fase yang dapat dijelaskan lebih lanjut dalam 
Gambar 3. 
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Gambar 3. CRISP-DM [14]

 

 

2.1 Business Understanding  
Pada tahap interpretasi bisnis dalam penelitian ini, 
dilakukan klastering terhadap tindak pidana yang 
terjadi di Indonesia berdasarkan tahun kejadian 
dan status pekerjaan pelaku, khususnya jika mereka 
tidak bekerja. Oleh karena itu, dalam tahap ini 
penting untuk melakukan penafsiran terkait 
dengan tujuan, konteks, dan hasil yang ditemukan 
dalam penelitian ini dalam kerangka pemahaman 
bisnis. Bagian-bagian yang terkandung dalam 
pemahaman bisnis ini melibatkan: 
 

2.1.1 Determine Business Objectives  
Dengan melakukan klastering dengan data yang 

dihasilkan oleh  mengenai tindak pidana, tidak 

bekerja pada pelaku diharapkan menghasilkan 

identifikasi pola tindak pidana, penentuan prioritas 

tindak pidana, evaluasi kebijakan keamanan, 

perencanaan strategis.  

 

2.1.2 Asses The Situation   
Untuk melihat trend tindak pidana yang terjadi dan 

jumlah sebaranya yang ada di wilayah kepolisian 

republik Indonesia maka data yang di gunakan pada 

tahun 2021 dan pekerjaan pelaku yaitu tidak 

bekerja.  

 

2.1.3 Determine The Data Mining Goals 
Dengan dilakukan proses data mining ini adalah 

untuk mendapatkan informasi baru dengan salah 

satu algoritma klastering sehingga dapat 

menghasilkan suatu pola tindak pidana sehingga 

dapat membantu pihak kepolisian untuk  

 

penentuan tindak pidana, evaluasi dan kebijakan 

keamanan  

 

2.2 Data Understanding  
Fase pemahaman data adalah tahap awal dalam 

proses data mining yang dimulai dengan 

pengumpulan data. Selanjutnya, tahap ini 

melibatkan kegiatan seperti mengidentifikasi sifat 

data, mengenali masalah yang berkaitan dengan 

kualitas data, meraih wawasan awal dari data, serta 

menemukan subset data yang menarik sebagai 

dasar untuk membentuk hipotesis yang akan 

menghasilkan informasi penting [15]. Data yang 

digunakan berasal dari data pusiknas bareskrim 

polri . Dan pada data understanding ini memiliki 

tahapan yaitu : 

 

2.2.1 Collect The Initial Data  
Informasi yang dikumpulkan berasal dari . infromasi 

tindak pidana dengan rentang waktu pada tahun 

2021 dan pekerjaan pelaku yaitu tidak bekerja. 

 

2.2.2 Describe The Data  
Untuk mengambil data, download data di jurnal 

tahunan Pusiknas Bareskrim Polri tahun 2021  lalu 

mencari data yang di butuhkan di mana disini ada 2 

data yang diambil yaitu jumlah tindak pidana pada 

tahun 2021 dan data tindak pidana berdasarkan 

pekerjaan pelaku yaitu tidak bekerja setelah file di 

download maka data di olah terlebih dahulu di 

Microsoft Excel lalu digunakan data tahun 2021. 

Lalu download data pekerjaan pelaku data yang 

diambil adalah tidak bekerja lalu dengan Microsoft 
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Excel dan ambil atribut tidak bekerja pada bulan 

tahun 2021. Setelah data diambil maka data 

tersebut digabungkan sehingga menjadi dataset 

baru dengan atribut nama provinsi, kasus tahun 

2021, tidak bekerja. Total data 34 provinsi yang 

akan dilakukan klastering. 

 

2.2.3 Explore The Data 
Pada proses describe the data ditemukan atribut 

yang tidak digunakan karena menggunakan 

presentase sehingga data data dapat dihilangkan. 

 

2.2.4 Verify Data Quality  
Pada data ditemukan ketidak cocokan urutan 

provinsi pada data tindak pidana, tingkat 

pengangguran sehingga dilakuan pengurutan 

sesuai dengan 2 data tersebut.  

 

2.3 Data Preparation 
Dalam tahap ini, data dipilih dan disaring[16]. 

Diagram yang digunakan untuk mengilustrasikan 

tahapan data preparation ditunjukan oleh gambar 

4 

 
Gambar 4. Flow Data Preparation [17] 

 

2.3.1 Select Data   
Tabel 1 : Atribut Yang Digunakan 

No Atribut Tipe Atribut Definisi 

1 
Nama 
Satker 

Polynominal 
Menampilkan 
nama daerah 

2 
Jumlah 
Tindak 
Pidana 

Int 
Menampilkan 
kasus tindak 

pidana 

3 
Tidak 

Bekerja 
Int 

Menampilkan 
data pelaku 
kejahatan 

berdasarkan 
pekerjaan  

  

2.3.2 Clean Data    
Pada 3 sumber data ini tidak ada data yang kosong 

dan tidak mengalami proses pembersihan data.  

 

2.3.3 Construct Data 
Tabel 2 : Jumlah Tindak Pidana Kejahatan 

No Satker JAN …. DES 

1 
Bareskrim 

Polri 
54 …. 60 

2 Aceh 633 …. 624 

3 …. …. …. …. 

35 Papua Barat 195 …. 179 

  
Tabel 3 : Jumlah Tingkat Pelaku Kejahatan Berdasarkan 

Pekerjaan  

No POLDA 
PNS …. Tidak 

Bekerja 

1 
Bareskrim 

Polri 
5 …. 21 

2 Aceh 197 …. 293 

3 …. …. …. …. 

35 Papua Barat 36 …. 12 

 

2.3.4 Integrate Data  
Tahapan ini menggabungkan 2 sumber informasi 

dalam tabel menjadi satu tabel yang akan 

ditangani. Hasil informasi terkoordinasi 

diperkenalkan seperti yang ditampilkan pada Tabel 

5. 

 
Tabel 5 : Tabel integrate data  

  

Jumlah Tindak 

Pidana 

Kejahatan 

Jumlah Tingkat 

Pelaku Berdasarkan 

pekerjaan 

No Satker 
JAN …. DES PNS …. Tidak 

Bekerja 

1 
Bareskrim 

Polri 
54 …. 60 5 

…. 
21 

2 Aceh 633 …. 624 197 …. 293 

3 …. …. …. …. …. …. …. 

35 
Papua 

Barat 
195 …. 179 36 

…. 
12 

 

2.3.5 Format Data   
Format Data dilakukan dengan membuat tabel lain 

sebagai tipikal jumlah tindak pidana selama tahun 

2021 dan digabungkan dengan jumlah tingkat 

pelaku. ditampilkan pada tabel 6. 

 
Tabel 6 : Tabel format data  

No 
Kepolisian 

Daerah 

Jumlah tindak 

pidana 

kejahatan 

Tidak 

Bekerja 

1 
Bareskrim 

Polri 
739 21 

2 Aceh 8005 293 
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3 …. …. …. 

35 Papua Barat 2453 12 

  

2.3.6 Modelling  
Tahap ini langsung terkait dengan perancangan 

strategi data mining. Ini mencakup pemilihan 

metode data mining, perhitungan, dan 

pengambilan keputusan terkait dengan batasan 

kualitas yang optimal [18]. Tahapan dalam tampilan 

pemodelan adalah sebagai berikut. 

 

2.3.7 Select Modelling Technique 
Prosedur data mining yang dipilih adalah klastering 

dimana perhitungan yang digunakan adalah K-

Medoids dan K-Means. 

 

2.3.8 Generate Test Design 
Metode klastering tidak melibatkan tahap 

pelatihan karena klastering merupakan bentuk 

unsupervised learning. Ini melakukan 

pengelompokan berdasarkan kemiripan atribut 

tanpa memerlukan pembelajaran sebelumnya, 

yang merupakan karakteristik uniknya dalam 

konteks strategi klastering lainnya. 

 

2.3.9 Build Model 
Tahap ini berhasil dijalankan dengan bantuan 

aplikasi Rapid Miner, di mana data diproses 

menggunakan dua teknik perhitungan, yaitu K-

Medoids dan K-Means. 

 

2.3.10 Assess Model 
Evaluasi klaster yang optimal dilakukan dengan 

membandingkan dua perhitungan, yaitu K-Means 

dan K-Medoids, dan hasil klaster terbaik akan dipilih 

untuk digunakan. 

 

2.4 Evaluation  
Tahap interpretasi hasil data mining berlangsung 

pada titik ini. Untuk memastikan bahwa hasil dari 

fase pemodelan sesuai dengan tujuan fase business 

understanding, evaluasi mendalam dilakukan. 

Latihan yang diselesaikan pada tahap ini adalah 

sebagai berikut: 

 

2.4.1 Evaluate Results 
Pada tahap ini, efektivitas hasil pemodelan data 

mining dalam mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan dalam tahap pemahaman bisnis dinilai. 

 

2.4.2 Review Process 
Pada tahap ini, proses secara menyeluruh dianalisis 

kembali dari awal untuk memastikan bahwa tidak 

ada elemen penting yang terlewat atau diabaikan 

dalam proses ini. 

 

2.4.3 Determine Next Steps 
Pada tahap ini, dilakukan penentuan terkait 

langkah selanjutnya, yang terdiri dari dua opsi saja: 

kembali ke tahap awal (Bisnis Pemahaman) atau 
melanjutkan ke tahap akhir 

(Implementasi/Deployment). 

 

2.5 Deployment  
Pada tahap deployment, tindakan yang dilakukan 

adalah menghasilkan laporan yang menjelaskan 

implementasi proses data mining dan menentukan 

langkah-langkah selanjutnya yang perlu 

diambil[19]. Laporan ini akan digunakan sebagai 

dasar untuk merumuskan prosedur pencegahan 

dan penanganan tindak kriminal. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Business Understanding   
Tahap ini mengilustrasikan tujuan utama 

penelitian, yakni untuk membandingkan 

pengelompokan (klastering) tindak pidana yang 

terjadi di seluruh wilayah hukum Kepolisian 

Republik Indonesia. Data yang digunakan berasal 

dari Jurnal Tahunan Pusiknas Bareskrim POLRI 

tahun 2021. Hasil dari pengelompokan ini akan 

memberikan wawasan yang berguna bagi 

kepolisian dalam merancang strategi penanganan 

tindak pidana dengan penempatan personil yang 

tepat di seluruh wilayah hukum Indonesia. 

 

3.2 Data Understanding 
Pemahaman data yang dihasilkan pada tahapan ini 

adalah jumlah tindak pidana kejahatan pada tahun 

2021 dan pekerjaan pelaku. 

 

3.3 Data Preparation 
Informasi yang diperoleh dari tahap persiapan data 

adalah informasi terakhir yang akan dimanfaatkan 

dalam proses data mining. Dampak lanjutan dari 

tahap ini bahkan tercermin dalam struktur, seperti 

yang terlihat dalam Tabel 7.  

 
Tabel 7 : Tabel Data Preparation  



 

168 | SINTECH Journal 
 

No 
Kepolisian 

Daerah 

Jumlah tindak 

pidana 

kejahatan 

Tidak 

Bekerja 

1 
Bareskrim 

Polri 
739 21 

2 Aceh 8005 293 

3 …. …. …. 

35 Papua Barat 2453 12 

 

3.4 Modelling   
Pada tahap ini, penggunaan aplikasi Rapid Miner 

secara langsung terlibat dalam mendukung proses 

data mining. Tahap pemodelan terbagi menjadi 

empat fase, di mana dua fase sudah dieksplorasi, 

terutama yang terfokus pada fase pertama dan 

selanjutnya fase kedua. Fokus dua fase yang 

berbeda yang akan dibahas adalah tahap 

pembuatan model dan evaluasi model. 

 

3.4.1 Build Model 
Aplikasi Rapid Miner digunakan untuk mengolah 

data tindak pidana yang akan mengalami proses 

klastering. Algoritma yang diterapkan adalah K-

Means dan K-Medoids. Rancangan model ini 

terlihat dalam Gambar 5. 

 
Gambar 5. Build Model 

  
Proses build model menggunakan Rapid Miner, 

Rapid Miner adalah perangkat lunak yang dirancang 

oleh Dr. Markus Hofmann dari Institute of 

Technologi Blanchardstown dan Ralf Klinkenberg 

dari rapid-i.com. Perangkat lunak ini dilengkapi 

dengan antarmuka pengguna berbasis grafis 

(Graphical User Interface atau GUI), yang bertujuan 

untuk memberikan kemudahan bagi pengguna 

dalam menggunakan aplikasi ini [20]. Yang pertama 

dilakukan adalah menggunakan operator read excel 

yang berfungsi untuk mengolah data excel tindak 

pidana. Lalu data akan dilakukan set role setelah di 

lakukan set role dipilih atribut yang akan digunakan 

menggunakan operator select attributes, data yang 

sudah dipilih atribut nya akan diolah oleh operator 

multiply yang berfungsi untuk memproses 

algoritma lebih dari satu yaitu K-Means dan K-

Mendoids. Parameter yang di gunakan oleh K-

Means terdapat pada gambar 7 dan K-Medoids 

terdapat pada gambar 6 

  

 
Gambar 6. Parameter K-Means 

  

  

 
Gambar 7. Parameter K-Medoids 

  

3.4.2 Asses Model 
Pembuatan model dilakukan dengan variasi dari 2 

hingga 8 kelompok klaster untuk mencari nilai 

terbaik menggunakan indeks Davies-Boulding. 

 

3.5 Evaluation 
Setiap klaster  yang terbentuk akan dilakukan 

analisis dan evaluasi dengan tujuan untuk mencari 

nilai klaster  terbaik 

 

3.5.1 Evaluate Results 
Indeks Davies-Bouldin menghasilkan nilai numerik, 

dan nilai yang lebih kecil mengindikasikan kualitas 

pengelompokan yang lebih baik. Dalam penelitian 

ini, untuk menentukan nilai terbaik, dilakukan 

pengujian dengan jumlah klaster mulai dari 2 

hingga 8, dan kemudian memilih hasil indeks 

Davies-Bouldin yang paling kecil, seperti yang 

ditunjukkan pada Gambar 8. 
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Gambar 8. Testing Performace 

 
Hasil dari proses menggunakan Rapid Miner 

menghasilkan performa data mining dengan 

algoritma K-Means dan K-Medoids yang tersedia 

dalam Tabel 8. 

   
Tabel 8 : Tabel Data Performance DBI  

No klaster  K-Medoids K-Means 

1 2 0,645 0,272 

2 3 0,408 0,34 

3 4 0,859 0,438 

4 5 1,645 0,321 

5 6 0,697 0,347 

6 7 0,571 0,337 

7 8 0,631 0,292 

  
Performance data mining yang sudah dalam bentuk 

table dibuat visuaslisasi nya menggunakan chart 

agar memudahkan dalam melakukan analisis yang 

di tunjukan pada gambar 9. 

 
Gambar 9. Grafik nilai DBI K-Means dan K-Medoids 

  
Dari grafik yang di hasilkan dapat dilihat bahwa 

klaster terbaik adalah menggunkan algoritma K-

medoids dengan jumlah klaster  2 dan nilai Davies 

Bouldin Indeks adalah 0,645 sedangkan pada 

algoritma K-Means dengan jumlah klaster  2 
mendapatkan nilai 0,272. Reliabilitas klasifikasi 

indeks atau bisa disebut Davies Bouldin Indeks (DBI) 

dengan menentukan indeks terkecil [18], [21]. 

Dengan hasil tersebut nilai yang mendekati 0 

adalah algoritma K-Means maka model dengan 

klaster 2 ditunjukan pada gambar 10 

 
Gambar 10. klaster K-Means dengan nilai DBI terkecil 

  
Setelah diketahui nilai klaster yang terbaik 

dilakukan analisis dengan jumlah 2 klaster yang 

terbentuk. Hasil analisis terdapat pada tabel 9 

 
 

Tabel 9 : Tabel klaster yang Terbentuk 

Klaster Satker Jumlah Tindak Pidana Tidak Bekerja 

klaster-1 Sumut 39816,0 1088,0 

klaster-1 Metro Jaya 25644,0 92,0 

klaster-1 Jabar 23084,0 309,0 

klaster-1 Jatim 29756,0 448,0 

klaster-1 Sulsel 16932,0 823,0 

klaster-2 Bareskrim Polri 739,0 21,0 

klaster-2 Aceh 8005,0 293,0 

klaster-2 Sumbar 6352,0 371,0 

klaster-2 Riau 12796,0 228,0 

klaster-2 Kepri 2659,0 31,0 

klaster-2 Jambi 4358,0 127,0 

klaster-2 Sumsel 12127,0 362,0 

klaster-2 Bengkulu 2943,0 32,0 
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klaster-2 Kep Bangka Belitung 1578,0 35,0 

klaster-2 Lampung 9388,0 175,0 

klaster-2 Banten 4412,0 83,0 

klaster-2 Jateng 9390,0 134,0 

klaster-2 DIY 5275,0 79,0 

klaster-2 Bali 2985,0 57,0 

klaster-2 NTT 5175,0 138,0 

klaster-2 NTB 5694,0 135,0 

klaster-2 Kalbar 3612,0 94,0 

klaster-2 Kaltara 1021,0 16,0 

klaster-2 Kalteng 2622,0 87,0 

klaster-2 Kalsel 4538,0 121,0 

klaster-2 Kaltim 3523,0 131,0 

klaster-2 Sulbar 1626,0 37,0 

klaster-2 Sulut 8629,0 385,0 

klaster-2 Sulteng 4638,0 76,0 

klaster-2 Sultra 3384,0 95,0 

klaster-2 Gorontalo 2528,0 97,0 

klaster-2 Maluku 2287,0 44,0 

klaster-2 Malut 1123,0 34,0 

klaster-2 Papua 3896,0 56,0 

klaster-2 Papua Barat 2453,0 12,0 

 

Dari hasil tabel 9 dapat di ketahui bahwa hasil yang 

didapat 2 klaster  dengan masing-masing klaster  1 

dengan 5 anggota dan klaster  2 dengan 30 anggota 

maka dari itu dilakukan pemecahan klaster  besar 

pada klaster  0 dengan dilakukan proses klastering 

menjadi 2 klaster   

 

3.5.2 Review Process   
Seluruh tahap siklus telah diselesaikan sesuai 

dengan metode yang digunakan, yaitu CRISP-DM, 

sehingga kita dapat melanjutkan ke tahap 

berikutnya. 

 

3.5.3 Determine Next Steps 
Tahap ini akan menentukan apakah kita akan 

melanjutkan ke tahap berikutnya atau memeriksa 

kembali beberapa hal. Semua tahapan siklus telah 

diselesaikan dan telah diberikan informasi serta 

wawasan baru mengenai pengelompokan 

pelanggaran yang terjadi di wilayah Indonesia. Oleh 

karena itu, kita dapat memutuskan untuk 

melanjutkan ke tahap berikutnya, terutama tahap 

Implementasi (Deployment). 

 

3.5.4 Deployment  
Tahap ini merupakan proses pembuatan laporan 

atau, dengan kata lain, penerapan hasil dari Data 

Mining. Hasil yang ditemukan dalam 

pengelompokan data tindak pidana menunjukkan 

bahwa klaster 2 adalah klaster yang memiliki 

tingkat tindak pidana tertinggi. Wilayah ini memiliki 

total kasus sebanyak 139,756, dengan total pelaku 

yang tidak bekerja sebanyak 3,856. Wilayah-

wilayah ini mencakup Bareskim, Aceh, Sumbar, 

Riau, Kepri, Jambi, Sumsel, Bengkulu, Kepulauan 

Bangka Belitung, Lampung, Banten, Jawa Tengah, 

Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara 

Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, 

Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan 

Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, 

Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi 

Tenggara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, 

Papua, dan Papua Barat. Strategi yang 

direkomendasikan adalah menempatkan lebih 

banyak personel kepolisian di wilayah-wilayah ini 

yang memiliki tingkat tindak pidana tinggi. 

 

4. SIMPULAN DAN SARAN 
Hasil penelitian ini didapatkan hasil perbandingan 

klastering menggunakan algoritma K-Means dan K-

Medoids dengan menggunkan Teknik data mining 

CRISP-DM. Dengan menggunakan dataset yang 

terdiri dari 2 atribut yaitu jumlah tindak pidana, 

tidak bekerja. Dari hasil penelitian tersebut dengan 

menggunakan pengujian Davies Bouldin Indeks 

dengan menggunakan algoritma K-Medoids dan K-

Means didapatkan hasil terbaik pada 2 klaster, 

algoritma K-Medoids dengan nilai indeks sebesar 

0,645 dan K-Means 0,272 sehingga algoritma K-
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Means menjadi nilai terbaik pada Davies Bouldin 

Indeks. klastering dengan data tersebut 

menghasilkan data tindak pidana sebanyak 2 

klaster dengan tindak pidana tinggi pada klaster 2 

dengan total 139756 dan tidak bekerja 3586 kasus 

terdapat pada 30 provinsi yaitu Bareskim, Aceh, 

Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Sumsel, Bengkulu, Kep 

Bangka Belitung, Lampung, Banten, Jateng, DIY, 

Bali, NTT, NTB, Kalbar, Kaltara, Kalteng, Kalsel, 

Kaltim, Sulbar, Sulut, Sulteng, Sultra, Gorontalo, 

Maluku, Malut, Papua, Papua Barat. Dan 5 provinsi 

dengan total kasus 135232 dan tidak bekerja 2760 

orang, kasus nilai tindak pidana rendah yaitu 

Sumut, Metro Jaya, Jabar, Jatim, Sulsel. Dengan 

data tersebut diharapkan kepolisian dapat 

menerapkan kebijakan untuk menempatkan 

personilnya di wilayah-wilayah yang rawan dengan 

tindak pidana agar masyarakat dapat semakin 

merasa aman di wilayah hukum masing-masing di 

provinsi Indonesia. Saran dalam penelitian ini yaitu 

dalam membandingkan model algortima K-Means 

dan K-Medoids dapat di tambahkan atribut lain 

untuk melihat hasil yang optimal pada nilai DBI dan 

pembentukan klaster yang lebih baik.
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